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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah  Negara yang 
memiliki  Sumber Daya  Alam  yang melimpah. Dalam Undang-Undang 
1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung  didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar kemakmuran rakyat. Kekayaan itu termasuk bahan galian 
(tambang) yang mencakup Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(MINERBA)”. 
Pertambangan  adalah  suatu  kegiatan  yang  meliputi pengambilan 
dan persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda cair, dan 
gas. Pertambangan dapat dilakukan di atas permukaan bumi (tambang 
terbuka) maupun di bawah tanah (tambang dalam) termasuk penggalian, 
pengerukan, dan penyedotan dengan tujuan mengambil benda padat, cair 
atau gas yang ada di dalamnya (Badan Pusat Statistik Brebes, 2020). 
“Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar dan sangat 
berpengaruh di Indonesia, melalui pajak tersebut pemerintah mampu 
membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional. Pajak 
Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah 
daerah” yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 





Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MINERBA) adalah pajak 
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari 
sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
Mineral bukan logam dan batuan termasuk pajak daerah tingkat II 
Kabupaten/Kota yang penerimaan pajaknya dilakukan oleh Badan 
Pemerintah Daerah (BAPENDA) setempat (Resmi, 2017:201).  
Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 “Bapenda adalah 
badan yang bertanggung jawab penuh penuh atas pemungutan pajak yang 
diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya” 
Ada beberapa jenis pajak yang dipungut antara lain: Pajak Hotel 
dan Kos-kosan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, 
Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (Resmi, 
2014:5). 
Kabupaten Brebes merupakan salah satu Daerah yang ada di 
Provinsi Jawa Tengah, di daerah ini terdapat banyak potensi alam yang 
terkandung. Hal ini dibuktikan dengan maraknya perusahaan 
pertambangan dan pertambangan milik pribadi yang beroperasi. Dalam 





harus memiliki izin dari instansi pemerintah yang sesuai dengan 
Perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya pertambangan 
tersebut akan berstatus legal (PerBup Nomor 8 Tahun 2010)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BAPENDA ada 
beberapa data pertambangan yang memiliki ijin beroprasi di Kabupaten 
Brebes adalah sebagai berikut:  
Tabel 1.1 Data Pertambangan Ijin Operasi 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
 
Data dari tabel 1.1 diperoleh data wajib pajak yang memiliki ijin 
operasi pertambangan yang dikelola oleh Kantor Badan Pendapatan 
Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes. Dari banyaknya usaha 
pertambangan yang memiliki ijin, terdapat banyak pula pelaku 
pertambangan liar atau illegal minning. Penambangan liar atau illegal 
minning sangat tidak menguntungkan daerah karena tidak memiliki ijin 
serta akan merusak lingkungan dan juga tidak melaksanakan perpajakan 
(BPS Brebes, 2020). 
Pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan belum 
dapat mencapai target seperti yang diharapkan. Berikut data rekapitulasi  
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penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kurun waktu 
empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Minerba Pada Tahun 2017-2020 
di Kabupaten Brebes 
 
 
Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017 s/d Tahun 2020 mengalami 
kenaikan dan penurunan, dengan demikian dapat dilihat bahwa selama 
kurun waktu empat tahun terakhir belum mampu mencapai target 
penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Brebes. 
Hal ini membuktikan bahwa belum adanya tingkat kesadaran dan 
pengetahuan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Brebes. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis 
tertarik menyusun laporan tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI 
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 
(MINERBA) BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA KANTOR 
BAPENDA KABUPATEN BREBES” 
NO TAHUN TARGET REALISASI 
1 2017 85.400.000 117.270.447 
2 2018 85.000.000 95.366.651 
3 2019 85.000.000 103.856350 
4 2020 100.000.000 166.703.565 








B. Ruang Lingkup Pembahasan 
  Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan laporan tugas akhir 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (MINERBA) Bahan Galian Golongan C di Bapenda Kabupaten 
Brebes? 
2. Bagaimana cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(MINERBA) Bahan Galian Golongan C di Bapenda Kabupaten 
Brebes? 
3. Apa hambatan yang terjadi dalam Penerimaan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan (MINERBA) Bahan Galian Golongan C di 
Bapenda Kabupaten Brebes? 
4. Apa upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Brebes dalam mengatasi hambatan tersebut? 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Tujuan dari penulisan 
 Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan laporan tugas akhir ini 
adalah: 
a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan (MINERBA) Bahan Galian Golongan C di 





b. Untuk Mengetahui Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan (MINERBA) Bahan Galian Golongan C di Bapenda 
Kabupaten Brebes 
c. Untuk Mengetahui Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerimaan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MINERBA) Bahan 
Galian Golongan C di Bapenda Kabupaten Brebes 
d. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Brebes dalam mengatasi hambatan tersebut 
2. Manfaat Penulisan 
a. Bagi Penulis 
Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang 
implementasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan 
bahan galian golongan c pada kantor Bapenda Kabupaten Brebes. 
b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Sebagai bahan referensi dan sumber bacaan yang diharapkan 
bermanfaat bagi para pengajar dan mahasiswa Universitas 
Pancasakti Tegal serta mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya 
Program Studi Manajemen Perpajakan. 
c. Bagi Masyarakat 
Sebagai bahan wacana dan pengetahuan tentang implementasi 
pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bahan galian 






D. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam menyusun laporan kuliah kerja 
praktek ini adalah : 
1. Metode Interview / Wawancara 
Pencarian data dilakukan dengan wawancara dan tanya jawab 
secaralangsungdengan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang 
mengetahui tentang informasi yang di perlukan. 
2. Metode Observasi 
Pencarian data dengan mengamati langsung suatu proses kegiatan kerja 
yang dilakukan Kantor Bapenda Kabupaten Brebes. 
3. Metode Studi Pustaka 
Pencarian data dengan mengambil data dari buku-buku bacaan, undang-
undang, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber referensi 
dalam penyusunan laporan akhir. 
4. Dokumentasi 
Pencarian data dengan cara mengumpukan serta mencatat data-data dari 









GAMBARAN UMUM  KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 
(BAPENDA) KABUPATEN BREBES 
A. Sejarah Kantor Bapenda Kabupaten Brebes 
Pada tahun 1990 berdiri Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
(DIPENDA) Kabupaten Brebes, kemudian mengalami perubahan menjadi 
Badan Pengelolaan Keuanggan Daerah (BPKD) dan terus mengalami 
perubahan menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) yang merupakan penggabungan dari tiga kantor Dinas yang 
ada di Kabupaten Brebes, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah (BPKD), Kantor Pengelolaan Pasar dan Kantor Pengelolaan 
Kekayaan Daerah (KPKD). 
Berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2011 Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kembali mengalami perubahan 
menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) hingga 
pada tahun 2017 berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan pada tahun 2021 berganti 
nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 
Kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 Kantor Badan Pendapatan 
Daerah (BAPENDA) resmi berdiri. Kantor Badan Pendapatan Daerah 
(BAPENDA) merupakan pecahan dari Kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yang letaknya bersebelahan. Menurut 





Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Kantor 
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki Tugas dan Fungsi, 
yaitu: 
1. Tugas Bapenda adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, PBB dan BPHTB. 
2.  Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda menyelenggarakan fungsi: 
a. Penetapan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah 
dalam hal pendapatan daerah. 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal 
pendapatan daerah. 
c. Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah. 
d. Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub 
pendapatan daerah. 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
B. Visi dan Misi Kabupaten Brebes 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor, dikatakan 
bahwa Visi dan Misi Kantor Bapenda Kabupaten sama dengan Visi dan 





1. Visi Kabupaten Brebes 
Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan. 
2. Misi Kabupaten Brebes 
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, 
cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan. 
b. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastuktur dan 
pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan 
memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, 
dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 
c. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan 
dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. 
d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, 
efektif, dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan 
ketertiban daerah. 
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa menjadi desa maju dan mandiri. 
f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak 








C. Struktur Organisasi Kantor Bapenda Kabupaten Brebes 
Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, 
berikut Susunan Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah 
(BAPENDA):  
1. Kepala : SUBANDI,  SE.M.Si 
2. Sekretariat, terdiri dari : 
a. Sub.Bagian Program dan Keuangan : DWI TRIANA SAPUTRI, 
SE.MM 
b. Sub.Bagian Umum Dan Kepegawaian : ISMA NURFEA HARDINI, 
SE.M.Si 
3. Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi, terdiri dari : 
a. Sub.Bidang Penagihan dan Penindakan : 
SAMSURI,S.E 
b. Sub.Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan : Drs. AGUNG 
WIBOWO 
c. Sub.Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan : SUYATNO EDDY, S.E 
4.BidangPBB dan BPHTB, terdiri dari: 
a. Sub.Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan : YUSRINA 
ARDHI, S.IP 
b. Sub.Bidang Keberatan dan Pemeriksaan : FETIANA 
DWININGRUM, S. IP, M.  Si 
c. Sub.Bidang Pendaftaran dan Penetapan : M.L SETIYAWAN,SE. 
AK 



































































D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Bapenda Kabupaten Brebes 
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pajak Daerah dan 
Retribusi, PBB dan BPHTB. Dalam melaksanakan tugas Kepala 
Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : 
1) Penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan 
daerah dalam hal pendapatan daerah 
2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal 
pendapatan daerah 
3) Pengkoordinasian,pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah 
4) Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub 
pendapatan daerah 
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut: 
1) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai 





2) Merumuskan kebijakan di bidangPendapatan Daerahsebagai 
dasar  pelaksanaan kegiatan; 
3) Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidangPendapatan 
Daerahdengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran 
pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar 
kedinasan; 
4) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas 
bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan 
prinsip pembagian tugas habis; 
5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah 
dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah 
kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan. 
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kapasitas, 
pengelolaan pajak daerah lainnnya termasuk pengelolaan pajak 
penerangan jalan (PPJ/PJU) serta PBB dan BPHTB; 
7) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana 
penerimaan pendapatan, mengkoordinasikan pemungutan 
pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah, pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah; 
8) Mengkoordinasikan dalam penyajian informasi pendapatan 
daerah, mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian 





penyelenggaraan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan piutang pajak daerah; 
9) Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan 
mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan 
keuangan, urusan umum serta kepegawaian; 
10) Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan 
mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 
11) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevalusi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
12) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
2. Sekretaris 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan 
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, 
pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan 
ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah 
tanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan 
Badan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat 





1) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan 
Pendapatan Daerah; 
2) Mengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di 
lingkungan Pendapatan Daerah; 
3) Membinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di 
lingkungan Pendapatan Daerah; 
4) Mengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata 
laksana di lingkungan Pendapatan Daerah; 
5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan 
serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Pendapatan 
Daerah; 
6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 
7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan 
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pendapatan Daerah; 
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait 







b. Uraian Tugas Sekretariat,  sebagai berikut : 
1) Menyusun konsep program kerja badan sebagai pedoman dan acuan 
pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
singkronisasi pelaksanaan tugas badan; 
3) Mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian 
tugas habis; 
4) Mengonsep program kerja dan laporan badan dengan 
mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang-
bidang; 
5) Menyelia pengelolaan keuangan badan dengan cara mengarahkan 
pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umum dan 
kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan; 
6) Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, 
kehumasan dan hukum; 
7) Menyelenggarakan ketatausahaan badan dengan menyelia 
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan; 
8) Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan dengan mengarahkan 
pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan 






9) Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian badan untuk 
mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas 
sebagai wujud pertanggung jawaban; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
3. Sub Bagian Program dan Keuangan 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan 
program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan 
Pendapatan Daerah. 
b. Uraian Tugas Sub Bagian Program Dan Keuangan, sebagai berikut : 
1) Menyiapkan bahan program kerja bidang program dan keuangan 
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud 





3) Mendistribusikan tugas dan  menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Melaksanakan kegiatan perencanaan dengan mengelola bahan 
penyusunan rencana kerja badan secara periodik; 
5) Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan badan; 
6) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksana program/kegiatan 
dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring. 
7) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan badan 
dan penyusunan Laporan Pertangungjawaban Badan; 
8) Melaksanakan perencanaan keuangan dinas dengan mengelola 
bahan penyusunan rencana anggaran, belanja umum dan kegiatan; 
9) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan badan meliputi 
analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan 
pertanggungjawaban keuangan; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 






4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
1) Tugas Pokok dan Fungsi 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 
pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan 
ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan 
pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. 
2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan kepegawaian 
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
singkronisasi pelaksanaan tugas badan; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat 
masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi surat, 
Sistem Informasi Manajamen badan; 
5) Menyiapkan bahan  keorganisasian, kehumasan dan hukum dinas 






6) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga badan dengan menyelia 
administrasi barang inventaris/aset, barang pakai habis, 
pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan 
penghapusan barang inventaris/aset; 
7) Melaksanakan pengelolaan  admnistrasi kepegawaian meliputi 
presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji 
dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, 
mutasi dan penatausahaan pegawai; 
8) Melaksanakan pengelolaan pensiun, cuti, daftar nominatif 
pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja dan 
urusan kepegawaian lain; 
9) Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar 
kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana 
yang diperlukan kepala badan; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 







5. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Bidang Pajak Daerah, dan  Retribusi mempunyai tugas 
perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, 
pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendataan dan 
pendaftaran, penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan, 
pelaporan serta penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah 
lainnya antara lain meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air  tanah, 
pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam.Dalam 
melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi mempunyai 
fungsi : 
1) Perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau  bahan 
kebijakan daerah dalam hal pendataan, pendaftaran, penetapan, 
pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan 
pengelolaan pajak daerah,  
2) Pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah 
dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan, pelayanan 
pendapatan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta 
penagihan dan pengelolaan pajak daerah,  
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendataan, 
pendaftaran dan penetapan pemeriksaan dan penanganan 





4) Pelaksanaan administrasi dalam hal pendataan, pendaftaran dan 
penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta 
penagihan dan pengelolaan pajak daerah,  
5) Pengkoordinasian  pelaksanaan kebijakan teknis badan dan / atau 
kebijakan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam 
hal pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah;  
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Uraian Tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, sebagai berikut : 
1) Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis yang 
mencakup pendataan, pendaftaran, penetapan, pemeriksaan, 
penagihan, pelaporan dan penindakan pajak daerah serta 
pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah sebagai 
pedoman dan acuan pelaksanaan tugas bidang. 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
sinkronisasi pelaksanaan tugas. 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia program kerja kepada 
bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis. 
4) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, 
menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah 
serta pendataan  objek dan subjek retribusi daerah. 





6) Melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, 
pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi 
administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding 
pajak daerah. 
7) Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. 
8) Melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah untuk 
mengetahui perkembangan piutang pajak daerah.  
9) Melaksanakan penagihan piutang kepada objek dan subjek pajak 
daerah. 
10) Melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi 
pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis 
peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
11) Melaksanakan kegiatan pelaporan dan penindakan di bidang pajak 
daerah dan retribusi daerah. 
12) Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis  Organisasi Perangkat 
Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
13) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja. 
14) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 





15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggung jawaban. 
16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
6. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan 
1) Tugas Pokok dan Fungsi 
Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, dalam hal 
fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait dengan proses penanganan 
keberatan, penagihan dan penindakan atas pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
2) Uraian Tugas Sub Bidang Penagihan dan Penindakan: 
1) menyiapkan bahan program kerja sub bidang penagihan dan 
penindakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi 
dan kompetesi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; 
4) menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan 
pengurangan/keringanan dan keberatan dan banding pajak daerah; 
5) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan 
keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak daerah; 
6) menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi data obyek dan 





7) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan dan 
pengelolaan piutang pajak daerah serta pengawasan dan 
pengendalian penagihan retribusi daerah; 
8) mengkoordinir kegiatan penagihan piutang dan mengendalikan 
penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD) dan dokumen 
lainnya yang diperlukan dalam penagihan piutang pajak daerah; 
9) melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek pajak daerah dan 
retribusi daerah sesuai aturan yang berlaku; 
10) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 
13) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan; 
7. Sub Bidang Pendataan, Pendataan dan Penetapan 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait dengan proses  
pendataan dan pelayanan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah, 





pembinaan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi  retribusi dan 
pajak daerah. 
b. Uraian Tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang pendataan dan 
pendaftaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar terwujud 
sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak yang 
berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan pajak daerah; 
5) Menyelenggarakan validasi pendaftaran wajib pajak daerah 
sebagai dasar penerbitan NPWPD oleh Kepala Badan; 
6) Mengendalikan pencatatan dan pendistribusian surat-surat 
ketetapan pajak daerah (SKPD); 
7) Menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan atas 
objek dan subjek pajak daerah; 
8) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
pendaftaran dan penetapan atas objek dan subjek pajak daerah; 
9) Mengolah pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap 
penerimaan pajak daerah berdasarkan SSPD, SKPD, SKPDT, 





10) Mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan dan denda 
administrasi pajak daerah, pencatatan pembayaran pajak daerah 
yang dibayar dengan cara mengangsur dan/atau ditunda realisasi 
pembayarannya. 
11) Mengolah denda administrasi pajak daerah, pencatatan piutang 
pajak daerah; 
12) Menyelenggarakan kegiatan pendataan pengembangan potensi 
pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis 
peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi 
daerah; 
13) Melakukan kegiatan analisa data sebagai bahan perumusan 
kebijakan di bidang  intensifikasi, ekstensifikasi pajak daerah dan 
retribusi daerah serta sebagai bahan koordinasi pembinaan di 
bidang  intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi 
daerah; 
14) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
15) Menyampaikan saran dan  masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggung  jawaban; 






8. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pengelolaan 
pajak daerah, dan retribusi daerah di bidang pelaporan dan 
pemeriksaan hasil penetapan objek dan subjek  pajak 
b. Uraian Tugas Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang pelaporan dan 
pemeriksaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit  kerja bidang agar terwujud 
sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Melakukan  kegiatan  perumusan  prosedur  pembukuan 
pelaporan  pajak daerah dan retribusi daerah; 
5) Melakukan  kegiatan  pelaksanaan  pencatatan   penerimaan  
pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak 
daerah dan retribusi daerah  
6) Melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi 





7) Melakukan kegiatan penyusunan laporan realisasi penerimaan 
pendapatan daerah; 
8) Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah 
terkait  dengan  pendapatan  daerah  dari pajak daerah dan 
retribusi daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah 
dari pajak daerah dan retribusi daerah ; 
9) Melakukan  kegiatan  monitoring dan evaluasi laporan 
pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah; 
10) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam 
rangka perencanaan pembukuan penerimaan pajak daerah dan 
kegiatan pelaporan; 
11) Menyelenggarakan pencatatan ke buku jenis pajak daerah 
terhadap  penerimaan  pajak  daerah  berdasarkan  SKPD, 
SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak 
daerah; 
12) Menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi penerimaan 
pajak daerah lainnya dan denda administrasi pajak daerah  
lainnya, pembayaran pajak daerah lainnya yang dibayar dengan 
cara mengangsur dan/atau ditunda  realisasi  pembayarannya serta 
pencatatan target dan realisasi retribusi daerah; 
13) Menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan 





denda administrasi  pajak daerah serta laporan realisasi retribusi 
daerah; 
14) Menyelenggarakan pemeriksaan/validasi dokumen pajak daerah 
yang menggunakan selfassesment dan pemeriksaan/validasi 
dokumen pemungutan retribusi daerah; 
15) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan  pemeriksaan  
atas objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, 
menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan 
keberatan pembayaran pajak daerah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
16) Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan 
permohonan keberatan wajib pajak daerah dan menyampaikan  
laporan hasilnya kepada atasan untuk dipertimbangkan 
permohonan diterima atau ditolak; 
17) Menghimpun dan  mengolah  data obyek dan subyek pajak 
daerah, dan  retribusi daerah  yang  berkaitan dengan 
pemeriksaan; 
18) Menyelenggarakan  fasilitasi terhadap kegiatan pemeriksaan 
pajak daerah, dan  retribusi daerah dalam rangka menguji 
kepatuhan  pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah 





19) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis operasional 
Organisasi Perangkat Daerah yang  melaksanakan  pemungutan 
retribusi daerah dan pajak daerah; 
20) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
21) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan  untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
22) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggung jawaban; 
23) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
9. Bidang PBB dan BPHTB 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas  perumusan  konsep 
dan  pelaksanaan  kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, 
pelaporan fasilitasi, terkait penagihan, pelaporan dan penindakan, 
keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan 
piutang PBB danBPHTB. Dalam melaksanakan tugas Bidang PBB 
dan BPHTB, mempunyai fungsi : 
1) Perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau  bahan 
kebijakan  daerah dalam hal penagihan, pelaporan dan 
penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan 





2) Pelaksanaan  kebijakan  teknis  Badan  dan/atau  kebijakan  
daerah  dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, 
keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, 
pengelolaan  piutang PBB dan BPHTB; 
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penagihan, 
pelaporan  dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, 
pendataan  dan  penetapan, pengelolaan piutang PBB dan 
BPHTB; 
4) Pelaksanaan  administrasi  Badan  dalam hal penagihan, 
pelaporan  dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, 
pendataan  dan  penetapan, pengelolaan piutang PBB dan 
BPHTB; 
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Uraian  Tugas  Bidang  PBB  dan  BPHTB, sebagai berikut : 
1) Merumuskan konsep program kerja bidang PBB dan BPHTB 
sebagai  pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan  koordinasi  dengan  unit kerja badan agar 
terwujud  sinkronisasi  pelaksanaan  tugas  dinas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 





4) Mengkoordinasikan penagihan, pelaporan dan penindakan, 
keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, 
pengelolaan  piutang  PBB  dan BPHTB; 
5) Mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang 
menggunakan system self assesment; 
6) Mengkoordinasikan  dan/atau  memfasilitasi penyelesaian 
sengketa  PBB  dan  BPHTB; 
7) Mengkoordinasikan  penyelesaian  piutang  PBB  dan BPHTB; 
8) Melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi 
pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis 
peningkatan  penerimaan  pendapatan  PBB  dan BPHTB; 
9) Mengarahkan  dan  menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi  hasil kerja   bawahan  untuk memacu prestasi 
kerja; 
10) Menyampaikan  saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan  pertimbangan  pengambilan  kebijakan; 
11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai  wujud  pertanggung jawaban; 
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
10. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan  Penindakan 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan  





pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, 
pelaporan, fasilitasi, terkait dengan penagihan, pelaporan dan 
penindakan, pengelolaan  piutang  PBB dan BPHTB. 
b. Uraian Tugas Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan, 
sebagai berikut : 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang penagihan, 
pelaporan dan penindakan sebagai pedoman dan acuan 
pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan  koordinasi  dengan  unit kerja badan agar 
terwujud  sinkronisasi  pelaksanaan  tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi obyek dan 
subyek  PBB  dan  BPHTB  yang  sudah  jatuh  tempo  penagihan 
dan  piutang  PBB dan BPHTB; 
5) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap penagihan 
dan  pengelolaan  piutang  PBB dan BPHTB; 
6) Menyelenggarakan  pengawasan dan  pengendalian penagihan 
dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; 
7) Menyelenggarakan  pencatatan hasil  penagihan  dan  pengelolaan 






8) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam 
rangka perencanaan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB 
dan kegiatan pelaporan; 
9) Menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi penerimaan 
PBB dan BPHTB; 
10) Menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan 
tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB; 
11) Melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek PBB dan 
BPHTB sesuai aturan yang berlaku; 
12) Melakukan kegiatan penagihan PBB dan BPHTB yang telah 
melampaui batas waktu jatuh tempo; 
13) Melakukan kegiatan proses kadaluarsa penagihan dan 
penghapusan tunggakan; 
14) Mengarahkan dan  menilai  kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi  hasil  kerja  bawahan  untuk memacu prestasi 
kerja; 
15) Menyampaikan  saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan  pertimbangan  pengambilan  kebijakan; 
16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggung jawaban; 







11. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, fasilitasi kegiatan 
terkait dengan  proses  pemeriksaan  hasil  penetapan  objek dan 
subjek  PBB  dan  BPHTB  serta penanganan keberatan atas 
kewajiban  PBB  dan  BPHTB. 
b. Uraian Tugas Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan, sebagai 
berikut : 
1) Tenyiapkan bahan program kerja sub bidang keberatan dan 
pemeriksaan sebagai  pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan  koordinasi dengan  unit kerja bidang agar 
terwujud  sinkronisasi  pelaksanaan  tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap pemeriksaan 
dan verifikasi PBB dan BPHTB; 
5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan atas 
objek dan subjek PBB dan BPHTB; 
6) Menyelenggarakan pemeriksaan atas restitusi, kompensasi, 





7) Menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan 
keberatan pembayaran PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang- undangan; 
8) Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan 
permohonan keberatan wajib pajak PBB dan BPHTB; 
9) Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada atasan untuk 
dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak; 
10) Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap 
permohonan pengurangan/keringanan, keberatan dan banding 
PBB dan BPHTB; 
11) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan 
keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak PBB dan 
BPHTB; 
12) Mengarahkan dan  menilai  kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi  hasil  kerja  bawahan  untuk memacu prestasi 
kerja; 
13) Menyampaikan saran dan  masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 







12. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas 
perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan fasilitasi kegiatan terkait dengan 
pendaftaran dan penetepan subjek dan objek PBB dan BPHTB. 
b. Uraian Tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, sebagai berikut : 
1) Merumuskan  konsep program kerja sub bidang pendaftaran dan 
penetapan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
sinkronisasi  pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek PBB dan 
BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan; 
5) Menyelenggarakan validasi dokumen PBB dan BPHTB dengan 
menggunakan metode selfassesment; 
6) Menyelenggarakan  pengelolaan  pendaftaran, dan penetapan atas 
objek dan subjek PBB dan BPHTB; 
7) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 






8) Mengolah pencatatan ke buku PBB dan BPHTB terhadap 
penerimaan Pajak Daerah berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDT, 
SKPDKB, SKPDLB dan Denda Administrasi Pajak Daerah; 
9) Mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan PBB dan 
BPHTB dan pencatatan piutang pajak daerah dari PBB dan 
BPHTB; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggung  jawaban; 







TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
A. Tinjauan Teori 
1. Definisi Umum Pajak 
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa 
secara langsung. Sedangkan dalam Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai 





Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Iuran rakyat kepada kas negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut 
berupa uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan Undang-Undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat (Mardiasmo, 2016:1). 
2. Fungsi Pajak 
Terdapat dua fungsi pajak yaitu: 
a. Fungsi Anggaran 
Fungsi anggaran artinya pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan nengara, 
pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk 
kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi 
maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 





Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
b. Fungsi Mengatur 
Fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang 
keuangan (Mardiasmo, 2016:4). 
3.  Jenis-Jenis Pajak 
Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua : 
1) Pajak Langsung 
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib 
Pajak tidak dapat dilimpahkan atau dibebaskan kepada orang 
lain atau pihak lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh) 
2) Pajak Tidak Langsung 
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain atau pihak ketiga.  Contohnya : Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua : 
1) Pajak Subjektif 
Pajak yang pengenaannya memperhatikan keaadaan pribadi 
Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 





2) Pajak Objektif 
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa 
benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan 
timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan 
keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat 
tinggal. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua 
yaitu: 
1. Pajak Negara (Pajak Pusat) 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPN, PPh, dan 
PPnB 
2. Pajak Daerah 
Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, 
baik tingkat I (Provinsi) maupun tingkat II (Pajak 
Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga 
daerah masing-masing (Resmi, 2014:7). 
4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 
Ada lima teori yang mendukung Negara untuk memungut pajak 
dari rakyatnya, yaitu: 
a. Teori Asuransi 
Teori ini menyatakan bahwa Negara bertugas untuk melindungi 





harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian untuk melindungi 
orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi, dalam 
hubungan Negara dengan rakyatnya pajak inilah yang dianggap 
sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-
masing individu 
b. Teori Kepentingan 
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak 
yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini 
harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam 
tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-
orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya 
jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara dibebankan kepada 
mereka. 
c. Teori Gaya Pikul 
Teori ini menyatakan bahwa dasar keaddilan pemungutan pajak 
terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya 
yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan 
tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap 
orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. 
d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 
Teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer, 
paham ini mengajarkan bahwa sifat suatu Negara timbul hak mutlak 





tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, 
persekutuan (yang menjelma menjadi Negara) berhak atas satu dan 
yang lain.  
e. Teori Asas Gaya Beli 
Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut 
pajak tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang 
baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi 
pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya 
beli  dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga 
Negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dnegan 
maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa kea rah 
tertentu (Resmi, 2017). 
5. Tata Cara Pemungutan Pajak 
Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Stelsel Pajak 
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: 
1) Stelsel Nyata (Riil) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 
sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya 
baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah semua 






2) Stelsel Anggapan (Fiktif) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang 
diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak 
dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu 
sampai akhir suatu tahun. Kekurangannya adalah pajak yang 
dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, 
sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. 
3) Stelsel Campuran 
Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi  antara stelse 
nyata dan stelsel anggapan, yang pada awal tahun besarnya 
pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan sedangkan pada 
akhir tahun besar pajaknya dihitung berdasarkan keadaan 
sesungguhnya. 
b. Asas Pemungutan Pajak 
Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: 
1) Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 
wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 
penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.  
2) Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak yang bersumber diwilayahnya 





yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak 
atas penghasilan yang diperolehnya tadi. 
3) Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak didihubungkan dengan kebangsaan suatu 
Negara. Misal, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas 
setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi 
bertempat tinggal di Indonesia (Resmi, 2017) 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
Ada tiga sistem pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut : 
1) Official Assesment System 
Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan 
yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  
Ciri-ciri sistem Official Assesment: 
a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak 
b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka 
c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak 
yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak 
d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya 
pajak yang wajib dibayarkan. 
2) Self Assesment System 
Self assesment System adalah suatu sistem pemungutan 





menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 
sendiri jumlah pajak yang terutang. 
Ciri-ciri Self Assesment: 
a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak 
itu sendiri 
b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban 
pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga 
melaporkan pajak 
c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, 
kecuali jika wajib pajak telat lapor, telah membayar pajak 
terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayarkan 
namun tidak dibayarkan. 
3) Withholding System 
Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberikan wewenang kepada pihak  ketiga yang 
ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang 
telah ditunjuk. Contohnya adalah pemotongan penghasilan 







6. Pengertian Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
yang diatur berdasarkan peraturaan daerah masing-masing dan hasil 
pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. 
Sedangkan dalam  UU Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Daerah adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 
tidak untuk mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 Penggolongan pajak di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut: 
a. Pajak Provinsi 
1) Pajak Kendaraan  
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
4) Pajak Air Permukaan 
b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota  
1) Pajak Hotel  
2) Pajak Restoran 
3) Pajak Reklame 
4) Pajak Hiburan 
5) Pajak Parkir 





7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
8) Pajak Air Bawah Tanah 
9) Pajak Sarang Burung Walet 
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
7. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah 
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 
“mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, 
setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah 
karena dalam pengaturan sudah tertera jelas bahwa pajak daerah adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang, oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Hal ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu 
daerah provinsi, kebupaten, atau kota harus terlebih dahulu ditetapkan 
peraturan daerah tentang pajak derah tersebut. Peraturan tentang suatu 
pajak daerah diundangkan dalam lembaga daerah yang bersangkutan. 
Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut 
dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau 






8. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bahan Galian 
Golongan C 
Menurut Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2007 “Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan 
Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang pertambangan mineral dan batubara”. 
Bahan Galian Golongan C adalah bahan-bahan hasil dari 
pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan 
induknya yang berada di dalam kerak Bumi. Bahan- bahan galian ini 
biasanya terdiri dari berbagai jenis mineral.Mineral sendiri merupakan 
bahan kandungan yang ada di dalam kerak Bumi yang bisa berupa 
benda padat, cair maupun gas. Mineral ini terbentuk dari material- 
material yang homogen, yang terbentuk di dalam kerak Bumi secara 
alami dari bahan- bahan yang anorganis namun memiliki komposisi 
kimia tertentu dengan struktur atom dan sifat fisik yang sama 
(Refnadilla, 2018:20). 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 1980 “Bahan Galian dibagi menjadi tiga golongan”, yaitu: 
a. Golongan bahan galian strategis (bahan galian golongan A) 





c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A dan 
B (bahan galian golongan C) 
9. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 
pengambilan dan memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang meliputi: 
Tabel 3.1 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
a. Asbes t. Nitrat 
b. Batu Tulis u. Obsidian 
c. Batu Setengah Permata v. Oker 
d. Batu Kapur w. Pasir dan Kerikil 
e. Batu Apung x..Pasir Kuarsa 
f. Batu Permata y. Perlit 
g. Bentonit z. Phospat 
h. Dolomit aa. Talk 
i. Feldspar ba. Tanah Serap 
j. Garam Batu (Halite) ca. Tanah Diatome 
k. Grafit da. Tanah Liat 
l. Granit/Andesit ea. Tawas 
m. Gips fa. Tras 
n. Kalsit ga. Yasorif 
o. Kaolin ha. Zeolit 





q. Magnesit ja. Trakkit 
r. Mika ka. Mineral Bukan Logam dan 
Batuan Lainnya Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan 
s. Marmer  
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
10. Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
nyata–nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan 
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan 
tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman 
pipa air/gas;  
b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
merupakan ikatan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak 
dimanfaatkan secara komersial. 
c. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Resmi, 2014:156) 
11. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang 
pribadi atau badan yang dapat mengambil dan memanfaatkan Mineral 





Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan 
memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Mardiasmo, 2016). 
12. Dasar Pengenaan dan Tarif Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Menurut Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2017 
“Tentang Petunjuk Pelaksanaaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan Mengenai Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara 
Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan” adalah sebagai 
berikut: 
a. Dasar Pengenaan Pajak 
1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 
2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar 
atau harga standar masing–masing jenis Mineral Bukan Logam 
dan Batuan. 
Tabel 3.2 Data Harga Jual Pajak Minerba 
NO Jenis Pajak Minerba Harga Dasar Satuan 
1. Pasir 125.000 M3 
2. Tanah Liat 25.000 M3 
3. Tanah Timbun/Urug 15.000 M3 
4. Pasir Pasang 6.250 M3 





6. Batu Pecah 5/7 7.500 M3 
7. Batu Pecah 2/3 8.750 M3 
8. Batu Pecah/Split 8.750 M3 
9. Batu Belah 7.500 M3 
10. Sirtu 46.500 M3 
11. Granit/Andesit 70.000 M3 
12. DIORIT 70.000 M3 
13. Batu Kapur/Gamping 50.000 M3 
14. Pasir 125.000 M3 
15. Batu Gamping Untuk 
Semen 
70.000 M3 
16. Pasir Urug/Timbunan 5.000 M3 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
 
3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga 
rata–rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.  
4) Harga patokan penjualan mineral bukan logam diperoleh 
melalui pendataan dilapangan yang ditetapkan oleh Gubernur. 
b. Tarif Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Besarnya Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung 
dengan cara sebagai: 
1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan 





2) Tarif Pajak untuk hasil olahan dengan menggunakan mesin 
adalah 25% x Volume x 15% harga satuan.  
c. Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Besaran pokok Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 





) X  Harga Dasar) X Tarif (25%) 
 
13. Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Masa Pajak dan Tahun Pajak menurut Peraturan Bupati Brebes 
Nomor 111 Tahun 2017 “Tentang Petunjuk Pelaksanaaan Pemungutan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan” adalah sebagai berikut: 
a. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang 
b. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 
14. Cara Pelaporan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan 
Pelaporan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 





111 Tahun 2017 “Tentang Petunjuk Pelaksanaaan Pemungutan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan 
Pasal 15” adalah sebagai berikut: 
a. Pelaporan Pajak 
1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.  
2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh wajib pajak.  
3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penyelenggaraan kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.  
4) SPTPD wajib disampaikan kepada BPPKAD selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.  
5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, 
maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja 
berikutnya.  
6) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD 
ditetapkan oleh BPPKAD. 
b. Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak terdapat pada pasal 13, 14, dan 15 
didalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2017 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan adalah sebagai berikut: 





a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan 
System Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada 
Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 
dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPPKAD.  
b) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menggunakan SPTPD. 
2) Pasal 14 
a) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, Kepala BPPKAD atau Pejabat yang berwenang dapat 
menerbitkan :  
(1) SKPDKB dalam hal :  
(a) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;  
(b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPPKAD 
atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan pada ,waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam surat teguran; atau  
(c) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 





(2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang.  
(3) KPN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak.  
b) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 
angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang 
dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak.  
c) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut.  
d) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan.  
e) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi 





limapersen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif 
berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 
pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak.  
3) Pasal 15 
a) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 3 adalah penetapan 
besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala BPPKAD atau 
Pejabat yang berwenang, berdasarkan data yang ada atau 
keterangan lain yang dimiliki BPPKAD.  
b) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan apabila :  
(1) Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan 
pencatatan omzet usahanya;  
(2) Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan 
pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;  
(3) Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau 
menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan 
keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau  
(4) Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill 





c) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas 
pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
d) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data 
omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) 
cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai 
berikut :  
(1) Berdasarkan hasil kas opname;  
(2) Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat 
usaha Wajib Pajak;  
(3) Berdasarkan data pembanding.  
e) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan 
dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali 
kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.  
f) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan 
dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali 
kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.  
g) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan 
dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-






h) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi 
tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan 
(penggedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) 
kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun 
berselang. 
i) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan 
dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengambilan mineral 
bukan logam dan batuan dan rata-rata besarnya penerimaan 
pembayaran yang diterima Wajib Pajak.  
j) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara 
membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi 
usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, 
kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara 
proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang 
sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.  
k) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat 
diperoleh berdasarkan data yang ada di BPPKAD, atau sumber 






15. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 
Menurut Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2017 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan Pasal 16 dan Pasal 17 adalah sebagai berikut: 
a. Cara Pembayaran Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Pasal 16 
1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas 
di Kas Daerah melalui Bendahara Penerima BPPKAD atau 
tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD dapat 
dilakukan secara tunai maupun non tunai (ATM, E-Money, Cek, 
Bilyet Giro).  
2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 
paling lama 30 (tiga puluh) hari pada saat berakhirnya masa 
pajak.  
3) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan.  
4) Pejabat yang berwenang atas permohonan wajib pajak setelah 





persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda sebesar 
2% (dua persen) sebulan. 
b. Cara Penagihan Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 
17 adalah sebagai berikut: 
1. Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib 
pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.  
2. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
16. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
Ada Beberapa Dasar Hukum Pemungutan Pajak Minerba, yaitu : 
a. Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 543/30 Tahun 2017 
Tentang Harga Patokan Penjualan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan.  
b. Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 22 Tahun 2019 Tentang 
Tatacara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .  
c. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 tahun 2012, Pasal 34 Tentang 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
d. Undanng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 





e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 
Tentang Pajak Daerah  
17. Ketentuan Pidana Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Menurut Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 “Tentang Tata 
Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ketentuan 
Pidana Pajak Minerba” adalah sebagai berikut: 
a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikaan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
ataumelampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.  
b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 







B.  Tinjauan Praktek 
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (MINERBA) Bahan Galian Golongan C di Bapenda 
Kabupaten Brebes. 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MINERBA) 
merupakan kegiatan pengambilan dan memanfaatkan mineral bukan 
logam dan batuan. Pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan (MINERBA) menggunakan Official assesment 
system. Sistem pemungutan ini merupakan suatu system pemungutan 
pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 
jumlah pajak yang terutang. 
Bahan Galian Golongan C adalah bahan-bahan hasil dari 
pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan 
induknya yang berada di dalam kerak Bumi. Bahan- bahan galian ini 
biasanya terdiri dari berbagai jenis mineral.Mineral sendiri merupakan 
bahan kandungan yang ada di dalam kerak Bumi yang bisa berupa 
benda padat, cair maupun gas. Mineral ini terbentuk dari material- 
material yang homogen, yang terbentuk di dalam kerak Bumi secara 
alami dari bahan-bahan yang an-organis namun memiliki komposisi 
kimia tertentu dengan struktur atom dan sifat fisik yang sama. 
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 





kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, 
penetuan besarnya pajak yang terutang, hingga penagihan pajak kepada 
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pelaksanaan pemungutan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MINERBA) yaitu wajib 
pajak/penambang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 
(NPWPD) serta melaporkan pajaknya dengan Surat Pemberitahuan 
Pajak Daerah (SPTPD), setelah melaporkan pajaknya penambang/wajib 
pajak kemudian mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan 
menggunakan Perhitungan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (MINERBA) sebesar 25% (dua puluh lima persen) kemudian 
dikalikan dengan jumlah tagihan yang diterima atas pemungutan pajak 
minerba dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(MINERBA) untuk hasil olahan  menggunakan mesin dengan 
mengalikan tarif pajak 25% x Volume x 15% x harga satuan.. 
Pembayaran bisa dilakukan di Bank Pembangunan Daerah 
Cabang Brebes untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten 
Brebes atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD 
dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (ATM, E-Money, Cek, 
Bilyet Giro). Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 






2. Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(MINERBA) Bahan Galian Golongan C di Bapenda Kabupaten 
Brebes. 
Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(MINERBA) sudah terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 111 
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
kemudian dikalikan dengan jumlah tagihan yang diterima (DPP) atas 
pemungutan pajak minerba, dan tarif pajak minerba untuk hasil olahan 
menggunakan mesin adalah 25% dikali volume dikali 15% dikali harga 
satuan. 
Contoh 1 Tarif Pajak Minerba 
Bapak Arsyad seorang pemborong yang sedang membangun 
Masjid di Brebes, ia membeli pasir urug/timbunan ke penambang 




, tarif pajaknya 
adalah 25%. Berapakah besaran pajak yang harus di bayar penambang? 
Cara Perhitungan : 
a. Harga Jual Pasir Urug : 5000/m3 
b. Jumlah Pasir Urug Dijual : 1.500 m3 
c. Tarif Pajak Minerba  : 25% 
Dasar Pengenaan Pajak : 
Pasir Urug : 1.500 m
3 
X 5000 : 7.500.000 





Jadi, penambang harus membayar pajak minerba sebesar Rp. 
1.875.000. 
 
Contoh 2 Tarif Pajak Minerba Dua Objek Pajak: 
Bapak Tono menjual pasir sejumlah 180 m
3
 dan batu pecah/split 
sejumlah 100 m
3 
dengan menggunakan tarif pajak yang ditetapkan 
sebesar 25%. Berapa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(MINERBA) yang harus dibayar Bapak Tono? 
Cara Perhitungan Pajak: 
a. Harga Jual Pasir    : 125.000 m3 
b. Harga Jual Batu Pecah/Split  : 8.750 m3 
c. Jumlah Pasir dijual   : 180 m3 
d. Jumlah Batu Pecah/Split dijual  : 100 m3 
e. Tarif Pajak Minerba   : 25% 
Dasar Pengenaan Pajak: 
Pasir : 180 m
3  
x 125.000   : 22.500.000 
Batu Pecah/Split: 100 m
3 
x 8.750  :     875.000  + 
Jumlah     : 23.375.000 
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: 
Pajak Minerba : 23.375.000 x 25%  : 5.843.750 
Jika wajib pajak tidak membayar tepat waktu maka akan dikenakan 






Contoh 3 Tarif Pajak Minerba Hasil Olahan Mesin 
Sebuah pabrik semen memerlukan batu gamping sejumlah 200 m
3 
tanah liat sejumlah 100 m
3
. Semen tersebut dipasarkan hampir ke 
seluruh wilayah  Indonesia. Tarif pajak yang digunakan adalah 25% x 
Volume x 15% x Harga Satuan. Berapa pajak Minerba yang harus di 
bayarkan perusahaan tersebut? 
Cara Perhitungan Pajak: 
a. Harga Jual Batu Gamping   : 70.000 m3 
b. Harga Jual Tanah Liat    : 25.000 m3 
c. Jumlah Batu Gamping yang digunakan  : 5.000 m3 
d. Jumlah Tanah liat yang digunakan   : 2.500 m3 
Dasar Pengenaan Pajak: 
Batu Gamping : 25% x 5000 x 15% x 70.000 : 13.125.000 
Tanah Liat : 25% x 2500 x 15% x 25.000  :   2.343.750  + 
Jumlah      : 15.468.750 
Jadi, perusahaan semen harus membayar pajak mineral bukan 
logam dan batuan  sebesar Rp.15.468.750. 
3. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerimaan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan (MINERBA) Bahan Galian Golongan C di 
Bapenda Kabupaten Brebes. 
Pada setiap kegiatan akan selalu di hadapkan dengan hambatan-
hambatan, tidak terkecuali pada proses penerimaan Pajak Mineral 





Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Bapenda ada 
beberapa hambatan yang terjadi pada proses penerimaan pajak minerba 
yaitu: 
a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melapor dan membayar 
pajak. 
b. Wilayah geografis sangat luas menyulitkan petugas untuk terjun 
langsung ke lapangan. 
c. Terbatasnya SDM di Kantor Bapenda Kabupaten Brebes 
d. Banyaknya oknum yang melakukan illegal minning atau 
pertambangan liar di Daerah Kabupaten Brebes. 
e. Kurangnya akses mobilitas sehingga menghambat masyarakat 
untuk datang ke kantor dan melaporkan pajaknya. 
f. Tidak adanya pemilik usaha di tempat pertambangan, yang ada 
hanya penjaga sehingga menyulitkan petugas untuk bertanya 
mengenai pertambangan itu sendiri. 
g. Realisasi penerimaan pajak minerba pada setiap tahun tidak stabil 
atau terjadi kenaikan daan penurunan. 
Berikut adalah Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 








Tabel 3.3  Realisasi Penerimaan Pajak Minerba 
 
4. Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Brebes dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. 
Berikut upaya yang dilakukan Bapenda dalam mengatasi hambatan-
hambatan yang terjadi: 
a. Melakukan pemeriksaan lapangan 
Dalam hal ini pihak Bapenda terjun langsung kelapangan untuk 
memeriksa secara langsung agar bisa melihat secara langsung 
apakah masih ada kecurangan atau tidak, dalam proses pemungutan 
pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pemilik 
tambang.  
b. Melakukan pemasangan Banner-banner  
Pemerintah berharap masyarakat Kabupaten Brebes mengetahui 
bahwa adanya pemungutan pajak di daerah tersebut dan sadar untuk 
membayar pajak. 
NO TAHUN TARGET REALISASI 
1 2017 85.400.000 117.270.447 
2 2018 85.000.000 95.366.651 
3 2019 85.000.000 103.856350 
4 2020 100.000.000 166.703.565 








c. Memberikan surat pemungutan pajak kepada wajib pajak yang sudah 
terdata, supaya wajib pajak tersebut sadar akan adanya pajak. 
d. Koordinasi dengan SATKER/ESDM yang terdapat di Kabupaten 
Brebes. 
e. Melaksanakan penagihan kepada wajib yang tidak taat membayar 









Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(MINERBA) menggunakan Official assesment system. Sistem 
pemungutan ini merupakan suatu system pemungutan pajak yang 
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak 
yang terutang. 
2. Perhitungan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(MINERBA) sebesar 25% (dua puluh lima persen) kemudian 
dikalikan dengan jumlah tagihan yang diterima atas pemungutan pajak 
minerba, d1an tarif pajak minerba untuk hasil olahan menggunakan 
mesin adalah 25% dikali volume dikali 15% dikali harga satuan. 
3. Pada setiap kegiatan akan selalu di hadapkan dengan hambatan-
hambatan, tidak terkecuali pada proses penerimaan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan di Kantor Bapenda Kabupaten Brebes. Ada 
beberapa hambatan yang terjadi pada proses penerimaan pajak 






4. Disetiap hambatan yang terjadi pasti akan ada upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu melakukan pemeriksaan 
lapangan, Koordinasi dengan SATKER/ESDM yang terdapat di 
Kabupaten Brebes dan Memberikan surat pemungutan pajak kepada 
wajib pajak yang sudah terdata, supaya wajib pajak tersebut sadar 
akan adanya pajak. 
B. Saran 
1. Sebagai warga Negara yang baik, sudah sepatutnya melaksanakan 
kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku jangan 
sampai lalai terhadap kewajiban. 
2. Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) diharapkan untuk 
memperhatikan target dan realisasi terkait penerimaan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan agar penerimaan pajaknya lebih realistis. 
3. Meningkatkan pengawasan dan penyelidikan terkait Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan agar pelaku pertambangan liar/illegal 
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PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 111 TAHUN2017 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM 
DAN BATUAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES, 
 
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah membawa implikasi 
terhadap kewenangan daerah, karena beberapa 
jenis pajak yang merupakan kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Provinsi, telah 
diserahkan kepada PemerintahKabupaten; 
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
KabupatenBrebesNomor8Tahun  
2010tentangPajak Daerah Kabupaten Brebes 
pada Pasal 2 ayat (1) huruf f. Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan merupakan salah 
satu potensi dari sumber-sumber 
PendapatanDaerah; 
c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 






Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi JawaTengah(BeritaNegara 
Tahun 1950 Nomor42); 
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor3987); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4189) 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara   (Lembaran Negara  Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4400); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4844); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 






7. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara(PMB); 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor5049); 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5234); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
tentang 0Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral danBatubara; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5161); 
PeraturanDaerahKabupaten   Brebes   Nomor   3  
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yangmenjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah 







Memperhatikan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA 
TENGAHNOMOR543/30 TAHUN 2017 TENTANG 
PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN 
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN . 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANGPETUNJUK 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAKMINERAL  
BUKAN LOGAM DANBATUAN. 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah KabupatenBrebes; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara PemerintahanDaerah; 
3. Bupati adalah BupatiBrebes; 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahdaerahyangterdiri   Sekretariat   
Daerah,   Sekretariat   DPRD,  Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah danKecamatan; 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan daerah sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan; 
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah KabupatenBrebes; 
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat; 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, 
baikyangmelakukanusahamaupunyangtidakmelakukanusahaya
ngmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 






madandalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usahatetap; 
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari 
sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi 
untukdimanfaatkan; 
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam 
dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang pertambangan mineral 
danbatubara; 
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakanpajak; 
 
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayarpajak,  pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuanPeraturanPerundang-undangan perpajakandaerah; 
13. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum 
dikurangi biaya-biaya; 
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yangterutang; 
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender; 
16. Pajakyangterutangadalahpajakyangharusdibayarpadasuatu   saat,  
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun 
pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perpajakandaerah; 
17. Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatan   mulai   dari   
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 
wajib pajak serta pengawasanpenyetorannya; 
18. Sistem Self Assessment adalah Pajak yang dihitung,  
diperhitungkan,  dibayar,dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak; 
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah KabupatenBrebes; 
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut 
NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
WajibPajakDaerahdalammelaksanakanhakdankewajibanperpajaka
nnya; 
21. Formulir Pendaftaran Pajak adalah surat yang digunakan Wajib 






22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan  dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perpajakandaerah; 
23. SuratSetoran   Pajak   Daerah,   yang   selanjutnya   disingkat   
SSPD,   adalah  bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk olehBupati; 
24. Surat   Ketetapan   Pajak   Daerah,    yang    selanjutnya    disingkat    
SKPD,    adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak yangterutang; 
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 
selanjutnyadisingkat  SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlahpokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harusdibayar; 
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telahditetapkan; 
27. Surat 
KetetapanPajakDaerahNihil,yangselanjutnyadisingkatSKPDN,adala
h   surat   ketetapan   pajak   yang   menentukan   jumlah   pokok    
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kreditpajak; 
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 
lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidakterutang; 
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD,adalah  surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 
sanksi administratif berupadenda; 
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan 
Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat  KetetapanPajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,Surat  
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak DaerahNihil. 







31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas  keberatan  
terhadap  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah  Kurang  Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak  ketiga yang 
diajukan oleh wajibpajak; 
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 
wajibpajak; 
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan  
secara  teraturuntuk mengumpulkan data dan informasi keuangan 
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, 
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca 
dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut; 
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perpajakan daerah dan retribusidaerah; 
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan 
biaya penagihan pajak. 
 
BAB II 
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK 
 
Pasal 2 
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas 
kegiatan pengambilan dan memanfaatkan mineral bukan logam dan 
batuan. 
Pasal 3 

































(2) Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yangnyata–nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti 
kegiatan pengambilan tanah  untuk keperluan rumah tangga, 
pemancangantianglistrik/telepon, penanaman kabel 
listrik/telepon, penanaman pipaair/gas; 
b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang 
tidak dimanfaatkan secara komersial. 
Pasal 4 
Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi  




Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi 











DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 
Pasal 6 
(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam danBatuan. 
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar 
atau harga standar masing– masing jenis Mineral Bukan Logam 
danBatuan. 
(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata–
rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayahdaerah. 
(4) Harga patokan penjualan mineral bukan logam diperolehmelalui 
pendataan dilapangan yang ditetapkan oleh Gubernur. 
 
Pasal 7 
(1) TarifPajakMineralBukan   Logam   dan   Batuan   ditetapkan   
sebesar   25%   (dua puluh limapersen). 
(2) Tarif    Pajak    untuk    hasil    olahan    dengan    menggunakan    
mesin     adalah 25% x Volume x 15% hargasatuan. 
 
Pasal 8 
Besaran pokok Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6. 
Pasal 9 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang dipungut di 




SAAT TERUTANGNYA PAJAK 
Pasal 10 
Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 
menyelenggarakan kegiatan pengambilan dan memanfaatkan mineral 










(1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya dengan 
menggunakan Formulir Pendaftaran Pajak kepada Kepala BPPKAD 
melalui Bidang Pendataan dan Penetapan selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya kecuali 
ditentukanlain. 
(2) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh 
WajibPajakatau  kuasanya. 
(3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1), BPPKAD menerbitkanNPWPD. 
(4) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam 
jangkawaktudimaksud pada ayat (1), BPPKAD dapat menetapkan 
sebagai wajib pajak secara jabatan berdasarkan keterangan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
(5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Formulir 




PELAPORAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 
Bagian Kesatu  
PelaporanPajak 
Pasal 12 
(1) Setiap wajib pajak wajib mengisiSPTPD. 
(2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh wajibpajak. 
(3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penyelenggaraan kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam danbatuan. 
(4) SPTPD wajib disampaikan kepada BPPKAD selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari setelah berakhirnya masapajak. 
(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, 
maka batas 
waktupenyampaianSPTPDjatuhpadasatuharikerjaberikutnya. 









Tata  Cara Pemungutan Pajak 
Pasal 13 
(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut
 dengan System Self Assessment yang memberikAN kepercayaa 
kepada Wajib Pajak untukmenghitung, memperhitungkan,
 membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang 
kepadaBPPKAD. 
(2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan 
melaporkansendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1),menggunakan SPTPD. 
Pasal 14 
(1) Dalamjangkawaktu5(lima)   tahun   sesudah   saat   terutangnya   
pajak, Kepala BPPKAD atau Pejabat yang berwenang dapat 
menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 
pajak yang terutang tidak atau kurangdibayar; 
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPPKAD atau 
Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran;atau 
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secarajabatan. 
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yangterutang. 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kreditpajak. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 
dikenakan  sanksi  administratifberupa denda sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar    atau    
terlambat    dibayar    untuk   jangka     waktu     paling     lama   
24(duapuluhempat)bulandihitungsejaksaatterutangnyapajak. 
(3) Jumlah kekurangan pajak yang 
terutangdalamSKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaktersebut. 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan 






(5) JumlahpajakyangterutangdalamSKPDKBsebagaimanadimaksud   
pada  ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif 
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok 
pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar    
atau    terlambat    dibayar    untuk   jangka     waktu     paling     
lama   
24(duapuluhempat)bulandihitungsejaksaatterutangnyapajak. 
Pasal 15 
(1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 3 adalah penetapan 
besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala BPPKAD atau 
Pejabat yang berwenang, berdasarkan data yang ada atau 
keterangan lain yang dimilikiBPPKAD. 
(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan apabila: 
a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan 
omzetusahanya; 
b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan 
tetapi tidak lengkap dan/atau tidakbenar; 
c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau 
menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan 
keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;dan/atau 
d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang 
berseri dan bernomorurut. 
(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas 
pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yangberlaku. 
(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data 
omzet yang  diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) 
cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai 
berikut: 
a. berdasarkan hasil kasopname; 
b. berdasarkanhasilpengamatanlangsungdilokasitempatusahaWajib
Pajak; 
c. berdasarkan datapembanding. 
(5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan 
sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan 
waktu dan hari yang berbeda. 
(6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan  
dipakai  sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-
rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas 
opnametersebut. 
(7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi 









(8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung 
berdasarkan rata-rata jumlah pengambilan mineral bukan logam 
dan batuan dan rata-rata besarnya penerimaan pembayaran yang 
diterima WajibPajak. 
(9) Pemeriksaanberdasarkandatapembandingsebagaimana   
dimaksud   pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara 
membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha 
yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, 









TATA CARA PEMBAYARAN DANPENAGIHAN 
Pasal 16 
(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di 
Kas Daerah melalui Bendahara Penerima BPPKAD atau tempat lain 
yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD dapat dilakukan secara 
tunai maupun non tunai ( ATM, E-  Money, Cek , Bilyet Giro). 
(2) Jatuh  tempo  pembayaran  dan  penyetoran  pajakyang  terutang  
paling  lama30 (tiga puluh) hari pada saat berakhirnya masapajak. 
(3) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu)bulansejaktanggal diterbitkan. 
(4) Pejabat yang berwenang atas permohonan wajib pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 
persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 




(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 





kurangdibayarolehwajibpajakpadawaktunya   dapat   ditagih   
dengan suratpaksa. 
(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yangberlaku. 
 
BAB IX 
KEBERATAN DAN BANDING 
 
Pasal 18 
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 






e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undanganPerpajakan. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yangjelas. 
(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan 
pajaksecara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan 
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. 
(4) Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajibpajak. 
(5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga)bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau 
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika 
wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
itutidakdapatdipenuhikarenakeadaandiluarkekuasaannya. 
(6) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajibpajak. 
(7) Keberatan yangtidak  
memenuhipersyaratansebagaimanadimaksudpada ayat (1), (2), 
(3), (4), (5) dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan 
sehingga tidakdipertimbangkan. 
(8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Pejabat 
yang berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui 




(1) Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus 





(2) Keputusan Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besarnya pajak yang terutang. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
lewat dan Pejabat yang berwenang tidak memberi suatu 




(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati dalam hal ini Pejabat 
yangberwenang. 
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam bahasa  Indonesia,  dengan alasan 
yang jelas  dalam jangka waktu   3 (tiga) bulan sejak keputusan 
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan 
keberatantersebut. 
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 




(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak 
dikembalikan dengan ditambah  imbalan   bunga   sebesar   2%   
(dua   persen)    sebulan    untuk    paling    lama  24 (dua puluh 
empat)bulan. 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannyaSKPDLB. 
(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukankeberatan. 
(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) tidakdikenakan. 
 
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 
wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan 







PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 
 
Pasal 22 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, 
keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepala BPPKAD dalam 
hal ini  Pejabatyang berwenang. 
(2) Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib pajak 
dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak, dalam 
hal: 
a. Terjadi suatubencana; 
b. Pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan 
memperhatikan kemampuan wajibpajak; 
c. Usaha pengentasankemiskinan; 
d. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat;dan 
e. Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang 
dapatdipertanggungjawabkan. 
(3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak 
harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa 
Indonesia serta melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk 
atau identitas pemohon, foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah 
yang dimohonkan dengan mencantumkan alasansecara jelas. 
(4) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan 
pajak,Pejabat yang berwenang melakukan penelitian mengenai 
berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat(3). 
(5) Atas telaahan dan pertimbangannya Pejabat yang berwenang 
merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan 




Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (1), Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan 










PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 
KEPADA WAJIB PAJAK 
 
Pasal 24 
(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala 
BPPKAD melalui Pejabat yang berwenang dapat membetulkan 
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan 
PerpajakanDaerah. 
(2) Pelaksanaan pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 
STPD, SKPDN 
atauSKPDLBataspermohonanwajibpajaksebagaimanadimaksud   
pada  ayat (1) dilakukan sebagaiberikut: 
a. Permohonandiajukan   dalam   jangka   waktu   3   (tiga)   bulan   
setelah   Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut 
tidakdapatdipenuhikarenakeadaandiluarkekuasaannya; 
b. Terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBTatauSTPD,SKPDNatau  SKPDLB yang akan dibetulkan 
baik karena jabatan atau ataspermohonan 
wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung 
dan/atau  kekeliruan dalam penerapan PeraturanDaerah; 
c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, 
maka SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 
STPD,SKPDNatauSKPDLBtersebutdibetulkansebagaimanamesti
nya; 
d. Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDNatau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c 
dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan 
KetetapanPajak; 
e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada wajib pajak 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejakditerbitkan; 
f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak harus dilunasi 






(3) Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak maka Pejabat yang 
berwenang segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan 




(1) Kepala BPPKAD melalui Pejabat yang berwenang karena 
jabatannya atau atas permohonan permohonan wajib pajak dapat 
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa denda 
dan/atau kenaikan pajakyangterutang,  dalamhal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan 
karenakesalahannya. 
(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda 
dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat dilakukan terhadap: 
a. Sanksi administrasi berupa disebabkan keterlambatan 
pembayaranpada masapajak; 
b. Sanksi administrasi berupa denda dan/atau kenaikan pajak 
dalam surat ketetapan pajak atauSTPD. 
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
berupa denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan 
sebagaiberikut : 
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan 
pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak 
terutang, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya; 
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufaharus 
mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan 
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan 
melampirkan SSPD  yang  telah  diisi  dan ditandatangani 
wajibpajak; 
c. Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat yang berwenang: 
1. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi 
berupa  bunga;  atau 
2. Menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaraan 
SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar 
beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan 
dan nama jelas Pejabat yang berwenang dan selanjutnya 
menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi 
berupa bunga 2% (dua persen)dimaksud. 





berdasarkanalasan yang dapat diterima, Pejabat yang 
berwenang mengurangkan atau menghapus sanksi 
administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan 
pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan 
catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa 
sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi 
tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang berwenang; 
 
(1) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai 
utangpajakdanbelummelunasinyakepadaPemerintahDaerah. 
(2) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh wajibpajak. 
 
Pasal 28 
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapatdihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 
kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa 
akan diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati. 
 
 
BAB XIII  
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 
Pasal 29 
(1) Wajib  pajak  yang    melakukan   usaha     dengan     omzet     
paling     sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per 
tahun wajib menyelenggarakan pembukuan danpencatatan. 
(2) Wajib   Pajak   dengan     peredaran   usaha     atau   omzet     
paling   sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 
(satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, 
dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan 
pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto 
secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitunganpajak. 
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan 






(4) Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap 
transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang
 pendapatan bruto usahanya secara lengkap danbenar; 
b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan 
urutanwaktu; 
(5) Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka 
pencatatan dilakukan secaraterpisah. 
Pasal 30 
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Perundang-undangan 
PerpajakanDaerah. 
(2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib : 
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen pokok 
dandokumenlainyangberhubungandenganobjekpajak; 
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau 
c. Memberikan keterangan yangdiperlukan. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pajak akan diatur 
lebih  lanjutdengan PeraturanBupati. 
BAB XIV  
INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasal 31 
(1) BPPKAD selaku pelaksana pemungut Pajak dapat diberi Insentif 
apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk peningkatan: 
a. kinerjaBPPKAD; 
b. semangat kerja bagi pejabat ataupegawai; 
c. pendapatandaerah; 
d. pelayanan kepadamasyarakat. 
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulanberikutnya 
(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif 
untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan 
berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan 
yangditentukan. 





adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan 
BelanjaDaerahyangdijabarkansecaratriwulandalamPeraturanBupa
ti. 
(6) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif 
dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan 
pegawai BPPKAD selaku pelaksana pemungut Pajak, diatur secara 




PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
Pasal 32 
(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian 
Peraturan ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang 
melaksanakan tugas pemungutan pajakdaerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerahsebagaimana  
dimaksudpada  ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat 
daerah atau lembaga lainterkait. 
 
BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 33 
Pada saat Peraturan ini berlaku pajak yang masih terutang berdasarkan 
Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan 
Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 
(lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 
BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 35 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Brebes Nomor  150A tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 







Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan Kabupaten Brebes. 
 
 












Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan Kabupaten Brebes. 
 








Dokumentasi Data Objek Pajak MINERBA Kantor Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Brebes. 
1. Penambang Batu Granit 
 
2. Penambangan Pasir 
 






3. Penambangan Batu Kapur 
 
 
4. Penambangan Batu Pecah/Split 






Rekapitulasi Penerimaan Pajak Minerba Pada Tahun 2017-2020 





NO TAHUN TARGET REALISASI 
1 2017 85.400.000 117.270.447 
2 2018 85.000.000 95.366.651 
3 2019 85.000.000 103.856350 
4 2020 100.000.000 166.703.565 









Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
a. Asbes t. Nitrat 
b. Batu Tulis u. Obsidian 
c. Batu Setengah Permata v. Oker 
d. Batu Kapur w. Pasir dan Kerikil 
e. Batu Apung x..Pasir Kuarsa 
f. Batu Permata y. Perlit 
g. Bentonit z. Phospat 
h. Dolomit aa. Talk 
i. Feldspar ba. Tanah Serap 
j. Garam Batu (Halite) ca. Tanah Diatome 
k. Grafit da. Tanah Liat 
l. Granit/Andesit ea. Tawas 
m. Gips fa. Tras 
n. Kalsit ga. Yasorif 
o. Kaolin ha. Zeolit 
p. Leusit ia. Basal 
q. Magnesit ja. Trakkit 
r. Mika ka. Mineral Bukan Logam dan 







s. Marmer  








Data Harga Jual Pajak Minerba 
 
NO Jenis Pajak Minerba Harga Dasar Satuan 
1. Pasir 125.000 M3 
2. Tanah Liat 25.000 M3 
3. Tanah Timbun/Urug 15.000 M3 
4. Pasir Pasang 6.250 M3 
5. Pasir Kerikil 5.000 M3 
6. Batu Pecah 5/7 7.500 M3 
7. Batu Pecah 2/3 8.750 M3 
8. Batu Pecah/Split 8.750 M3 
9. Batu Belah 7.500 M3 
10. Sirtu 46.500 M3 
11. Granit/Andesit 70.000 M3 
12. DIORIT 70.000 M3 
13. Batu Kapur/Gamping 50.000 M3 
14. Pasir 125.000 M3 
15. Batu Gamping Untuk 
Semen 
70.000 M3 
16. Pasir Urug/Timbunan 5.000 M3 







Data Wajib Pajak MINERBA 
N0 NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT 
1 AGUS SOFAN Ds.Kretek Kec.Paguyangan 
Kab.Brebes 
2 PT WASKITA BETON 
PRECAST 
Jamsaren Rt 006/006 Kel.Kutamendala 
Kec.Tonjong 
3 KUB PASIR KAYU Desa Negarayu No 65 Negarayu 
4 PRASANTO AB (CV DIAN 
PUTRI SETIABUDI) 
Jl Raya Kalisalak Bumiayu 
5 HASANUDIN PAGUYUBAN 
PUTRA BANTARA 
Desa Wanasari Kec.Wanasari 
Kab.Brebes 
 
6 CV KIKI Dukuh Pojok 
7 CV DIAN OUTRI SETIABUDI 
(PRASANTO AB) 
JL Raya Ketanggungan- Brebes 
8 SOFYAN Desa Kebandungan – Bantarkawung 
9 SODIKUN Dk. Penjalin Banyu Ds. 
Rengaspendawa Kec. Larangan 
10 SURIPTO Dk. Penjalin Banyu Ds. 
Rengaspendawa Kec. Larangan 
11 SUMARDI Dukuh Gempol Desa Bantarkawung 
Kec. Bantarkawung 
12 AGUS ZAENI Buara, Ketanggungan 
13 SUGIO Ds Negarayu No 65 Negarayu 
14 WASRAN Kec. Bantarkawung 
15 H FAUZI PAGUYUBAN 
GEMULUH 
Dukuh Sawangan Ds. Pangebatan Kec. 
Bantarkawung 
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   








Dokumentasi Saat Proses Pengambilan Data di Kantor Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. 
 
 
 
 
